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STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
JANGEA PANJANG TAHUN 2012-2025
DAN JANGHKA MENENGAH TAHUN 2012-2014

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Sekilas Stranas PPK

Femnberaniasan korupst lelalln wenjadl salab salu Iokus ulaoua
Peanerintah lndonesia pasca relorasi. Berbapal upadva lelaln dilenpods,
haik untulk mencegah maupun memberantas tindak pidana kompsi
(lipikor) secara serelllak oleh pewegailg kekussoan ekselkoil (mielalul
Pernerlutah Pusal da Pewerintah Daeraly), legislalll, dann yudikatil

Tpava-upava it mulal membuanhloan hasil: itikad pomberantasan
Eorupsi lerdorely ke selurull Indonesia, IIal ilu ditunjulklan dengan
semakin meningkalnya kewanganfasel 1egarg vaug lerselamnalkan pada
gotinpg tabhunnya dalam pencogaliaa dan penuntasan kasus  korapsl
HSejumnlall instansi pelaksaiia dan pendukung pemberaniasan korapsipun
lerbentuk, anlaa lain komisi Pemnberasann khorupst (KEPK), Pusal
Pelaproman dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK), seria Leanbaga
Ferlindungall Salksi dan Korban (LESE].

Fresideinr juesa lelah menerbilkan sejunnlaly instruksi dan arahan
nnilnk pencegahan dan pemberaniasan korupsi (PPK), misalaya Insiriksi

Fresiden (Inpres) Ne. o Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.122 6

Korpsl. Melalui Inopres ini, Presiden mengamanatkan berbagai langkah
strategis,  diantaranya  berupa Reneana  Aksi Nasional  [RAN)
Pemberantasan Lorupsi Tahun 2001 2009, Dakumen VAIE
dimakluinaikan sebagal acuan bagl para piliak di Peaoerintahan Pusal dan
Paerah dalam meinberanias korups! ind menekankan pada apaya-upaya
pelcesalian dan penindakan,  selain jugs sebagal pedoman Dagl
peldksariaai moniloring (peinsitauan) dan evalieasi

14 tingkat kehijalan pemerintah, berlangsung dinamila menaril
Pada salu sisi, legjadi pembentukan dan konsolidasi  kelembagaann,
scmentara di sisi laln, masyarakat makin sadar dan  Kkritls akan
pentingnya pemberantasan korupsi. Hal inl hukan saja telah diakomodasi
tlalem RAN Pomberantasan Koerupsi Tatouory 20001-2009, scjoalahe Daerah
bahkan sudah mengombangkan Rencana Aksl Tlacrah Pomherantasan
Korapsl secara swalkarsa., Fantaslahh Kiranva jika ada dasrah yang
mameclopors inovasi kebijakan yvang torbuko mampu mencegah prakrik
Eoripsi di birolkrasi pemerintahann.

FPeniberantasan korupsi di hidonesia telah menanik perliatian dua
internmsional. Indonesia, welalud Undang- Lindang (LU Nes 7 Talunn 20006,
Lelab meralifikas] Unifed Nafions Convention against Corruption (lworivellsi
Ferserileatan Hangsa-DBangsa Ant korupsi, UNCAO) 2003, Pada tahom
20011, Tndoncsia menjadi salah satn negara pertama vang dikaji olch
Negars Peserta lainmya di dalam skema UUNCACD Upava pembersniasan
kerupsi di Indeoncsia diperbandingkan dengan klausul-kKlausal di dalam
UNCAC melalail kajian analisis kesenjangan (gop analysis study). Hasil
kajiannya menunjuikkan bahwa, scjumlah penvesualan perlil scgera
dilakulean unotiilk moemenithi Klausnl-kKlansal di dalam UITNCAC, torlehiisus
Pidaiig krhminalisasi dan peralulan pelrwidang -undangann,

Tale kurang, Transparency nternattonal (TT) pun sctiap tahunnyva

merjajak pendapat masvarakat Indonesia mengenal eksistensi korapsi,
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teritama menvangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks
FPersepsi Kempsi (IPK) Indenesia. TPK Indencsia saat ini, kendatl
mengalami poningkatan torbesar di Assoeaation of Southeast Astan Nations
(ABLILAN] hingga labwn 2011, masih lerbilang rendaly 30 darl nilal
miaksimal 10, Pada iahun 2004, ditargeikan sejumlah peninglatan vang
lerukur, anlara lain pewerindaln wenargetkann 5,00 untuk 1Pl serla
pelvelesaian 100 persenn relkoineiidasi hasi]l reviewe pelaksanaan 3ab 11
dan Bab IV UNCAC sehagal alat nknr keberhasilan pemberantasan
korupsinyd., Bahkan dalan jangka panjang akan disusun sudio Sislein
Integritas Nasional untuk melenglkapi 11kniran keberhasilannya.

Nemi menjawab target 2011 it, maka pada bulan Wei 2011,
Prosiden memaklomaikan apees Nos 9 Tatoa 2001 lentang Reoncana Aksi
Mencegahan dan Pemberantasan Koempsi Tahun 2011 diteruskan dengan
Inpres No, 17 Tallun 2011 tentang Aksi Fencegahan dan Pemberantasan
Lorupsi Tahu 2012, vailu pada bulan Desewhber 2011, Melaluiuya,
Presiden menginstruksikan  pelaksanaan borbagal rencana aksi vang
leriel dengan [okus ulana peucepshan korupsi pada lembaga penepak
hiitkuni, Aksinya berupa peniugkaian akunlabilitas,  kelerbukaan
informasi, kapasitas dan pembinsgsn swuber  dava mwanusid,  sevila
koordiniasi antar lemnbaga, lupres Noo @ Tabluor 2011 dan Inpres Noo 17
Tahun 2011 diharapkan menjadl bagian pertama dan kedna  dari
ratgkaian Rencana Aksi Nasional  Pencegaban dan Pemberaniasan
kKorps (RAN-1'1’K) yang akan disclenggarakan talhninan.

Iclaksanaan herbagai dokumen nasional pemhorantasan Eorapsi ini
tentilt menual  tantangan. Salah satunya,  pelaksanaannvya oleh
Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Dacrah terasa berjalan sendiri-
sendiri, Delumn shlergls, selingga capainmya belun nalesinual dalaon
merndoreng peuberaiitasan korupsi. Olel karena ilg, hadimyva Stralegd

Masional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsl Jangka Panjang Tahun
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2012-2020 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPR) yang
kemprehensit menjadi rirgen, termtama schagai acuan atan kompas hagi
scgoenap pomanglku kepentingan dalam bergerak ko arah yang samal.

Blanas PP dibarapkan dapal melanjutkann, mengeinisolidasi, dan
menyenipurEkan apapun npayva dan kebijakan pemberaniasan ke
Hga berdannpals sipnilikiai Trag pelingloatan kesejalileraan,
keberlaugsunigan pembanguizan, seila lerkonsolidasikannve demokiasi.
Stranas PPK juga pending untuk  mmengarahkan langkah-langkah
pewnberanlasan korupsi agar dilernpuly secara lebiln Dertahap-
bevkesitambungan, baik dalain jangka perndek (lahunan), menengah
(hingga tahun 2011), maupun panjang (hingga tahun 2025). Talam
hitbunganmya dengan dakinven rasional vang telah ada, Stranas PRPR
akan dittmpatkan schagal acnan oleh para pihak dalam menyusun HAN-
'l pada setiap talhmnnya. Instansi terkait (K/L dan Pemda) dapat
merujuk pulas padar Slranws PUPRO ol dan memakan porant yang telah
discdialkan di dalam Stranas PTIk untuk melaksanalkan nipava-upavanva
dalam pcncogahan dan pomberantasan korupsl.

Fenvusunian Siranas PPK ditempuls melalui konsultasi publik dan
diskusi kclompol terfolous, DM dalamnya dilibatkan sccara alctif pelbagal
pedangkn kepentingatl, dail elemen pewneidiilah lingea masyarakal
madani. TH samping unidnk mmengnatkan vasa memiliki (monership) pada
Prograin eriaksud, upaya selnacan ind penting uiiluk meunglkingkan
lerselenggaranya aksi PPK menuju arah vang telall disepakall Dersaiuas

dlergan hasil seuaksimal niungkin,

1.2, Visi dan Misi
Wikl Blrands PP lerjejak dalam dua jangka walsiu:
a. ¥Yisl Jangka Panjang  (20012-2020) “Terwujudnya kehidupan
bangsa vang bersih darl kerupsi dengan didukung nilal budava

yvang berintegritas.”
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Wisl Jangka Menengalh (2012-2C014): *Terwujudnya  tata
kepemerintahan yvang hersih darl kerapsi dengan didulkung
kapasitas pehnccgahan dan ponindakan scrta nilal budaya yvang

berinlegritas.”

Wikl jangka pangang danomenengaliln akan diwnjod kan i segenap

Liga piln PPE, valkid di pewerinlalian dalaon artd Iodgs, mdsyaraleal

nitAcd A,

dan dunia usalia, Dalan rangka wewujudkan Visi, dirvinuskan

serdligkalan Misi Stranas PP benkuot:

=

11,

d.

Membangun dan menaiilapkai sistem, wekanisme, kapasilas
pelcegahian, dan penindakan kompesi ovaug lerpadu secara
nasional.

Melaloukan reltnvmasi peraturan perinwdang-undangan nasional
vang meandukung pencegahan dan penindakan komipsi scoara
kansisten, terkonsoelidasi, dan toersistcmatis.

Mornbangun dan mengoensolidasikan sistem dan mekanisme
penyelamatan asct hasil kompsi melalii kerja sama nasional dan
intcrnasional sccara cfcletif,

Membangun dan menginleilialisasi budaya anli korupsi pada
tata kepomerintahan dan masyarakat,

Metigennn bangzlan danl memnpublikasiloan sistem pelaporan Kinerja

implemeniasi Shanas PPK secara srinlemasi.

1.2. Sasaran

Basarall ubaius Slranas PPR adalab meiuruikan Grgkal korupsi

sertd ewujidkan masvarakal  Indonesia vang sejabiera dan bebas

kaonipsi.
.

h.

Indikator keberhasilan yang digunakan adalah:

pelingkalan Indeks Persepsi lorupsi;

peninglkatan  kesesulaian  antara  pengatiiran anti korupsi di
Indonesia deongan kKlauvsul UNCAC sccara utuh, tormasulk

didalammya penvelesatan rekomoendasi hasil reviews polaksanaan
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